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ABSTRAK 
 

PENERAPAN  SANKSI KODE  ETIK TERHADAP PELANGGARAN  
JABATAN OLEH NOTARIS DALAM PRAKTEK  

DI JAKARTA SELATAN 
 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya 
memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan 
penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan 
Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu 
Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi 
tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan 
kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai 
pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan 
menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode 
etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai 
kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris 
untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 
pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan 
Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar 
tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti 
dalam peneltian ini adalah: Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan 
Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap 
Notaris yang melanggar kode etik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh 
notaris yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan 
keberatan 

 Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris 
dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif 
analitis.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bagi Notaris yang 
melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan 
sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan 
Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa : 
Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, 
Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian 
dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan. Namun sanksi pemecatan 
yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik 
bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari 
keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanksi tersebut terkesan kurang 
mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. 

Notaris yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat 
melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara 
bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada dewan 
Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan 
tingkat akhir. 

 
Kata Kunci : Kode Etik 

 



  

ABSTRACT 
 

THE APPLYING OF SANCTION CODE OF ETHICS TO COLLISION  
OF OCCUPATION BY NOTARY IN PRACTICE 

IN SOUTH JAKARTA  
 

 
 

In running its occupation, an insufficient Notary only owning membership 
of law but also have to base on responsibility and carrying out of to be august of 
ethics and prestige. Role and of Notary of vital importance to traffic punish in 
society, therefore Notary have to earn to run its profession professionally have, 
high dedication to and also always hold high standing and its prestige by 
upholding code of ethics Notary. So that can run its duty better as steward of 
society, a professional have to run its occupation by harmonizing among owned 
membership by respect code of ethics profession. Ethics is norms, rules and 
conditions, which must fulfill by a group of one who is conceived of by circle of 
professional. Therefore, of vital importance to all Notaries to be able to more 
comprehend of that deed can be told as collision of code of profession. Ethics, 
how organizational effectiveness Notary Indonesia in giving construction to all 
Notaries in order not to happen things which harming Notary and served society 
it. 
Pursuant to the things hence problems to check in this research: How energy 
fastens dropped by sanction is Honorary Council of Tying Notary Indonesia as 
profession organization to Notary, which impinges code of ethics efforts, and able 
to be conducted by dropped by notary is sanction collision of code of ethics to 
raise objection 

 Approach method the used is approach of empirical yuridis and 
specification of which is used in this research have the character of analytical 
descriptive research 

Pursuant to result of research can be concluded that To Notary 
conducting collision of code of ethics, Honorary Council can drop sanction to its 
trespasser, imposed sanction to Tying Notary Indonesia member conducting 
collision of code of ethics the can in the form of: Exhortation, Commemoration, 
Schorzing of Bevy membership, Onzetting of Bevy membership and Cessation 
disrespectfully from Bevy membership. But given expulsion sanction to Notary 
conducting collision of code of ethics is not in the form of expulsion of Notary 
occupation but expulsion of Tying Notary Indonesia membership. So that the 
sanction impress less is having of energy fasten to Notary conducting collision of 
code of ethics. 

Dropped by notary is sanction of collision of code of ethics can strive self-
defense and can raise to compare by high rise to Honorary Council decision of 
Area to Honorary council of Region and Honorary Council of Center as inspection 
of final level.  
  
Keyword: Code of Ethics 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

            
1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan profesinya para Notaris tidak hanya 
menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata 

tetapi meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam 
undang-undang. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang 

sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang 
sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa 
:              

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 
sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 

 
Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan 

yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang 

Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang 

diberikan  
kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat 

serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh 
seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang 

dilayaninya. 
Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya 

memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tangung jawab dan 
penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya, 

sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan 
berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. 



  

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya 
memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan 

penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan 
kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, 

oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara 

profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan 

martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. 
Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” 

yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat. 1 

Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah 
laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang 
tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.2 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Tahun 1998, Etika diberikan tiga arti yang cukup 

lengkap, yaitu; 

a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan 
kewajiban moral (akhlak); 

b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 
c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan 

atau masyarakat umum.3 
 

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu : 

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk 
mengatur tingkah lakunya. 

2. etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. 
3. etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan 

yang buruk.4 

                                                 
1  Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996), hal. 7. 
2  E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan 

Religius, Storia Grafika, Jakarta, 2001, hal. 11. 
3 E. Y. Kanter, Op. Cit, hal. 12. 
4 K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6. 



  

 
Dalam  menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh 

kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain 

dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan 

moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh 

seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika 

profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. 

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang 
disebut sebagai kalangan profesional.5 
 
Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan 

masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan 

menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi 

kode etik profesi. 
Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka 
ia hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak 
menjadi “tukang” atau dapat menjadikan keahlian tanpa kendali 
nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan 
etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat 
menjadikan lumpuh sayap.6 

 
Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan 

dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan 

intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral. 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin 

pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan 

                                                 
5 Ibid. 
6  Bambang Widjojanto, Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah 

Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, 
Depok, April-Juni 2005), hal. 1 



  

masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum 

mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat 

tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh 

undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdi hukum yang 

meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan 

masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan 

masyarakat. 

Kode etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam Stbld 1860 

Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 

30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Dalam 

melakukan pengawasan  atas  Notaris  sebagaimana  dimaksud  pada  

Pasal 67  ayat (1)  

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menteri 

membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, 

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang pada 

setiap tingkatan majelis terdiri atas unsur; 

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang  

c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang  

Adapun mengenai penjabarannya yang mengatur pengawasan, 

penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris telah disusun oleh 

organisasi Ikatan Notaris Indonesia. 



  

Pelaksanaan kode etik selain diawasi oleh majelis Pengawas 

sebagaimana yang ditentukan undang-undang juga diawasi oleh Dewan 

Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas 

dari keberpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang 

terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan 

Dewan Kehormatan Daerah. 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi 

para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan 

pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris. 

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 
Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan 
disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan 
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang 
berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 
perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 
sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara 
Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.7 
 
Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 
a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; 
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; 
c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.8 
 
Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tidak lain adalah 
semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai 

                                                 
7  Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Hasil Kongres Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) Bab I, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung, Ps. 1. 
8 Ibid, hal. Ps. 7. 



  

ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. Namun, harus diperhatikan bahwa 

Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak 
terlepas dari Ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan 

organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun Undang-Undang Jabatan 

Notaris. 

Pengawasan terhadap para Notaris tidak hanya berlaku dalam hal 
Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya              

atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  umum  atau  

melakukan  
 
kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai 

Notaris. 

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat 
lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 

pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan 

Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para 

Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat 
yang dilayaninya. 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan 

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi 

terhadap Notaris yang melanggar kode etik ? 

2. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhkan 

sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan keberatan ? 

 



  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui daya mengikat sanksi yang dijatuhkan Dewan 

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi 

terhadap Notaris yang melanggar kode etik. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris 

yang dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik untuk mengajukan 

keberatan. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata 

yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris.  

2. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

jabatan Notaris 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan 

masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian 

tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan 

dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. 



  

Bab I  PENDAHULUAN   

 Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan 

yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA  

 Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang 

Tinjauan Umum Kode Etik Notaris dan Tinjauan Umum tentang 

Notaris. 

Bab  III METODE PENELITIAN  

 Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi 

landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode analisis 

data. 

Bab  IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan : 

Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris 

oleh Dewan Kehormatan Notaris di Jakarta Selatan dan Upaya-

upaya yang Dapat Dilakukan oleh Notaris yang Dijatuhkan 

Sanksi Pelanggaran Kode Etik.   

Bab V PENUTUP   

 Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 



  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 

 
2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris 

2.1.1. Pengertian Notaris 

Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak 

Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi 

golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu Burgerlijk 

Wetboek. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat 

Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di 

hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan 

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.  

Di dalam perkembangannya lembaga notariat ini secara diam-diam 

telah diadopsi dan menjadi hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk 

semua golongan. Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah 



  

sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata.9 Adapun 

yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata 

adalah : 

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalarn bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana 
akta dibuatnya. 
 
Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Pasal 1 jo Pasal 15 

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004. 

Adapun bunyi dari Pasal 1 angka UUJN adalah sebagai berikut : 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 
membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 
 

Serta Pasal 15 ayat (1) UUJN mendefinisikan tentang kewenangan 

Notaris sebagai pejabat umum, yaitu sebagai berikut : 

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk  
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu  sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang. 

                                                 
9 Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta : Center 

for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hal. 35. 

10 



  

Dari definisi Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN di atas dapat 

diketahui bahwa : 

1. Notaris adalah pejabat umum; 

2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik; 

3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  

dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu 

akta otentik; 

4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, 

menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya; 

5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1862 KUHPerdata 

adalah sebagai berikut :  

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut 

hukum; 

2. Bahwa akta  itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 

3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk 

membuatnya di tempat dimana dibuat. 

Sebagaimana diketahui Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah 

menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta 

otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang 

membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat 



  

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak 

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak 

daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di 

dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah 

bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat 

pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut 

dalam otentik  itu pada pokoknya dianggap benar.  

Hal ini sangat penting untuk meeka yang membutuhkan alat 

pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi 

maupun untuk kepentingan suatu usaha.10 Notaris tidak hanya berwenang 

untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, 

membacakan dan menandatangani dan Verlijkden dalam arti membuat 

akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana 

yag dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan 

ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya 

kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk 

menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan 

mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. Adanya hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk 

akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk 

melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu 

pemerintah untuk menunjuk dan mengangkat Notaris. 

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya 

diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah 

ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum 

tersebut  Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak 

diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun 

                                                 
10 Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), 

Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.  



  

wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai 

berikut : 

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 

dibuat itu; 

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat; 

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta 

itu dibuat; 

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan 

akta itu.11 

Keempat hal tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan 

tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta 

tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap 

orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa 

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 

istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke 

atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai 

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, 

                                                 
11  G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3, Erlangga, 

Jakarta, 1996, hal. 49-50. 



  

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan 

kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk 

mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan 

jabatan; 

3. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di 

dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang 

untuk membuat akta otentik;  

4. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih 

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak 

boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum 

diambil sumpahnya. 

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta 

yang dibuat Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai 

kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut 

ditandatangani oleh para penghadap.12 

 
 
 
2.1.2. Pembuatan Akta Notaris 

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 

1 UUJN, sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris harus 

mengangkat sumpah. Konsekuensi dengan tidak diangkatnya sumpah 

tersebut adalah tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan--

pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas Notaris. Adapun inti dari 

tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan di dalam 

pembuatannya, Notaris harus benar-benar menguasai ketentuan-

ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris 
                                                 

12 Ibid, hal. 50. 



  

itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai akta otentik dan tetap memiliki 

kekuatan otentisitasnya sebagai akta notaris. Hal demikian tidak hanya 

sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap diri Notaris yang 

bersangkutan, melainkan juga demi kepentingan dan perlindungan hukum 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan jasanya. 

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-

undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat 

umum.  Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di 

mana Notaris dijadikan sebagai ”pejabat umum”, sehingga akta yang 

dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta 

otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai 

sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, 

akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.13 

Pembuatan akta Notaris terbagi dalam dua golongan : 

a. Akta yang dibuat "oleh" Notaris atau dinamakan "akta relaas" atau 

"akta (ambtelijke akten), akta ini merupakan suatu akta yang memuat 

"relaas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang 

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh 

pembuat akta itu, yaitu Notaris sendiri, di dalam menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang 

memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya 

itu. Termasuk di dalam akta “relaas” ini antara lain berita acara 

rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas. 

b. Akta yang dibuat "di hadapan" Notaris atau yang dinamakan "akta 

partij" (partij akten), akta yang dibuat di hadapan Notaris, akta ini 

berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang 
                                                 

13 Ibid, hal. 50-51. 



  

dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan 

atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan 

jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di 

hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu di hadapan Notaris, 

agar keterangan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta 

otentik. Termasuk dalam golongan akta ini yaitu perjanjian hibah, jual 

beli, wasiat, kuasa dan lain sebagainya. 

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij, dengan 

diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus 

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya 

di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak 

ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, 

misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya 

lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh 

Notaris dalam akta dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti 

tanda tangan (surrogaat tanda tangan). Dengan demikian untuk akta 

partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.14 

Jadi pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan keterangan--

keterangan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya 

harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUHPerdata dan 

UUJN. Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, maka 

yang pasti secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, ialah : 

1. tanggal dari akta itu; 

2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;  

3. identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten) ; 

                                                 
14 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, No.30 Tahun 2004, LN No. 117 

Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 44 Ayat 1;2. 



  

4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sasuai dengan apa 

yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk 

dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-

keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang 

bersangkutan sendiri. 

Dalam akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang 

hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada 

pembuatan berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam 

perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat 

sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris meneragkan dalam 

akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menanda 

tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. 

Pembedaan yang dimaksud di atas penting, dalam kaitannya 

dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap 

kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijke akte) tidak dapat digugat, 

kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Pada akta partij 

dapat digugat isinya, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan 

menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada 

diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan 

itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan 

diperkenankan pembuktian sebaliknya. 

 

2.1.3. Kekuatan Akta Notaris sebagai Alat Bukti 

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama di dalam perkara 

perdata. Hal ini tertuang dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa  : 

Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, 
persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, segala 
sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan 
dalam bab-bab yang berikut. 



  

 
Berdasarkan alat-alat bukti dalam pasal di atas, jelaslah bahwa alat bukti 

tulisan lebih diutamakan daripada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti 

tulisan itu terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu 

akta. Akta ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan 

akta di bawah tangan. Termasuk akta otentik adalah sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Selain dari yang ditentukan 

dalam pasal tersebut maka termasuk dalam akta di bawah tangan. 

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikemukakan bahwa suatu akta 

Notaris lahir dan tercipta karena : 

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, 

agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam 

bentuk akta otentik. 

2. Atas dasar undang-undang yang menentukan agar untuk perbuatan 

hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan 

diancam kebatalan jika tidak.15 

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik 

adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak, 

baik secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung 

dengan akta itu maupun secara tidak langsung yaitu masyarakat. Suatu 

akta akan memiliki karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya 

bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu 

merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan-perbuatan atau 

keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang 

tidak dapat dihilangkan. 

Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otentisitasnya itu 

bertahan terus, bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda 

                                                 
15 Racmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. 6, Putra A. Bardin, 

Bandung, 1999, hal. 3. 



  

tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak 

dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada 

saat  pembuatan akta itu. Apabila Notaris untuk sementara waktu 

diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap 

memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus 

telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu 

dijatuhkan. 

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik 

menurut Pasal 1870 KUHPerdata adalah suatu akta otentik memberikan di 

antara para pihak, beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat 

hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di 

dalamnya. Akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, 

dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh 

Hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak 

dibuktikan. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, 

dalam  arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan suatu 

penambahan pembuktian. 

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah 

menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga bahwa sesuatu yang 

diterangkan tadi adalah benar. Penafsiran yang demikian itu diambil dari 

Pasal 1871 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik 

namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang sesuatu yang 

termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, kecuali sekedar 

sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi 

akta. Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa akta 

otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala sesuatu 

yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang dengan tegas 

dinyatakan oleh para penandatangan akta. 

Dengan dibuatkannya akta otentik oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, maka mereka akan memperoleh bukti tertulis dan 

kepastian hukum berupa :  



  

1. Pihak yang berkeperitingan oleh undang-undang dinyatakan 

mempunyai alat bukti yang lengkap atau sempurna dan akta itu 

telah membuktikan dirinya sendiri. Dengan kata lain apabila di 

dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa 

akta otentik, maka Hakim dalam perkara itu tidak boleh 

memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat 

bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi. 

2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewa 

yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial, sebagaimana halnya putusan Hakim di pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap dan pasti untuk 

dijalankan. 

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat 

bukti, menurut pendapat yang umum dianut dapat dikatakan bahwa pada 

setiap akta otentik demikian juga akta notaris, dibedakan menjadi tiga (3) 

macam kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut : 

1) Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht); 

2) Kekuatan pembuktian formal (Formale Bewijskracht) 

3) Kekuatan pembuktian material (Materiele Bewijskracht)16 

Ketiga kekuatan pembuktian tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kekuatan pembuktian yang lahiriah (Uitwendige Bewijskracht), ialah 

syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris 

dapat berlaku sebagai akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian 

                                                 
16 G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 55-59. 



  

lahiriah ini, dimaksudkan agar akta itu mampu membuktikan dirinya 

sebagai akta otentik dan kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 

KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di 

bawah tangan. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik 

membuktikan sendiri keabsahannya  atau biasa disebut dalam 

bahasa Latin “acta publica probant sese ipsa”, yaitu apabila suatu 

akta kelihatannya sebagai akta otentik, maka akta itu dianggap 

sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah 

tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah 

ini, yang merupakan pembuktian lengkap yaitu dengan tidak 

mengurangi pembuktian sebaliknya, maka akta para pihak dan akta 

pejabat dalam hal ini adalah sama. Pembuktian sebaliknya dalam 

kekuatan pembuktian lahiriah ini, artinya hanya membuktikan 

bahwa mengenai tanda tangan yang dibuat oleh pejabat atau 

Notaris yang bersangkutan dengan akta itu adalah tidak sah dan 

hal ini hanya dapat ditempuh melalui valsheidsprocedure. 

2. Kekuatan Pembuktian Formal (formale bewijkskracht), ialah 

kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta 

betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diteragkan oleh pihak-pihak 

yang menghadap. Dengan kekuatan pembuktian formal ini, suatu 

akta otentik telah menyatakan dengan tulisan dalam akta yang 

dibuatnya, juga menegaskan bahwa segala kebenaran yang 

diuraikan dalam akta itu seperti yang dilakukan dan disaksikan oleh 

Notaris. Berkaitan dengan hal ini, arti formal dalam akta pejabat 



  

dapat dijelaskan bahwa selain akta itu membuktikan kebenaran dari 

apa yang disaksikan yaitu dilihat, didengar dan dilakukan oleh 

Notaris juga menjamin kebenaran tentang tanggal, tanda tangan 

dan identitas dari para pihak yang hadir serta tempat dibuatkannya 

akta itu. Adapun arti formal dalam akta para pihak, dapat dijelaskan 

bahwa adanya keterangan dalam akta itu merupakan uraian yang 

telah diterangkan oleh para pihak yang hadir, sedangkan 

kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya dapat 

dipastikan antara para pihak tersebut. Baik terhadap akta pejabat 

maupun akta para pihak sama-sama mempunyai kekuatan 

pembuktian formal itu dilakukan juga suatu pembatasan mengenai 

valsheidsprocedure. Apabila setiap orang menuduh bahwa 

keterangan dalam akta yang dibuat oleh Notaris adalah palsu, 

maka untuk itu harus ditempuh valsheidsprocedure. Berkaitan 

dengan tuduhan ini, terdapat dua (2) kemungkinan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Orang yang menuduh itu dapat dengan langsung untuk tidak 

mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat di bagian bawah 

dari akta itu adalah tandatangannya dan orang itu dapat 

mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu seperti 

yang dibubuhkan olehnya adalah dibubuhkan oleh orang lain. 

Oleh karena itu dalam hal ini ada pemalsuan dan mengenai 



  

pemalsuan ini orang itu boleh membuktikannya melalui 

valsheidsprocedure (Pasal 148 HIR). 

b. Orang itu dapat mengatakan bahwa Notaris telah melakukan 

kekhilafan atau kesalahan dengan menyatakan dalam akta itu, 

bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal dari 

Notaris. Di dalam hal ini orang itu tidak menuduh Notaris bahwa 

tanda tangan itu palsu, melainkan menuduh bahwa keterangan 

dari Notaris adalah tidak benar. Jadi mengenai hal ini tidak ada 

pemalsuan tetapi kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, 

sehingga tuduhan itu bukan terhadap kekuatan pembuktian 

formal melainkan terhadap kekuatan pembuktian material dari 

keterangan Notaris itu. Pembuktian ini dapat dipergunakan 

sebagai alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.17 

 

 

3. Kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht), ialah 

kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan 

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta 

atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali 

ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). 

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian material dari akta otentik 

ini, Notaris Wawan Setiawan yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua 

Umum Ikatan Notaris Indonesia dalam tulisannya yang berjudul 

“Kedudukan  Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut 
                                                 

17 Ibid, hal. 58. 



  

Hukum Positif di Indonesia”, menerangkan bahwa akta yang dibuat 

haruslah didasarkan pada kenyataan yang benar dan berdasarkan 

kebenaran yang nyata, artinya bahwa apa yang menjadi isi dari akta itu 

tidak hanya kenyataan secara maujud, bahwa adanya dinyatakan sesuatu 

yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi isi dari akta itu juga dianggap 

dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh atau 

meminta untuk dibuatkan akta itu dan akta tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam 

Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata, yaitu antara para pihak 

yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak pembuktian 

yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercatum dalam akta itu.18 

 
2.1.4. Pengawasan Terhadap Notaris 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa terhadap para Notaris 

diadakan pengawasan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh yang 

berwajib, tidak hanya ditujukan bagi pentaatan Kode Etik Notaris akan 

tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam 

menjalankan tugas persyaratan-persyaratan ditetapkan oleh undang-

undang, demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang 

dilayaninya. 

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat 

beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial 

yang sangat penting, meliputi bidang yang sangat luas. Sebagaimana 

telah diatur dalam UUJN, selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga 

ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau 

akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan 

penyuluhan hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa 

ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, 
                                                 

18 Nico, Op. cit, hal. 56. 



  

melainkan juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, undang-

undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar dan 

sejalan dengan itu, Notaris harus pula menyadari bahwa setiap pemberian 

kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas 

bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Kiranya dapat 

dipahami bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, 

meskipun telah memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi 

tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa 

adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas 

jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan 

masyarakat. 

Pada saat sekarang, Notaris bukan lagi sebagai organ Negara 

yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ Pemerintah berada 

di bawah Deparemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim 

Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. 

Persyaratanpersyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau 

undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan oleh Client terhadap Notaris tersebut. Sifat dari jabatan Notaris 

maupun keluhuran martabat jabatannya mengharuskan adanya tanggung 

jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi, karena jabatan yang 

diamanatkan kepada Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan. Oleh 

sebab itu, seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya 

dan adapun konsekuensi dari kepercayaan itu adalah tanggung jawab 

yang besar bagi Notaris. Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak 

menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah 



  

berbahaya, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang 

dilayaninya. 

Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, 

juga adanya integritas dan moralitas yang baik, hal ini merupakan 

persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris 

memenuhi persyaratan-persyaratan di atas, maka dapat diharapkan 

Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan 

hukum dan kepentingan masyarakat. 

Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUJN terdiri   

atas : 

1) Majelis Pengawas Pusat (MPP)  

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)  

3) Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 

69 dan Pasal 70 UUJN berwenang menerima laporan dari masyarakat 

mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau 

pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang 

untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari 

masyarakat tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah akan dilaporkan 

kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, 

dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. 

Dalam  Pasal 66 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa untuk 

kepentingan proses pengadilan, panyidikan, penuntut umum atau hakim 

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : 

a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan 



  

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris 

yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang 

kuat dan solid untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah apa saja 

yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan 

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan 

maupun peradilan. 

 

2.2. Pengertian Etika dan Etika Profesi 

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik 

dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran 

dalam menjalankan jabatannya.  

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 

membedakan yang baik dari yang buruk. 

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani 
“ethos”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai 
“adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja 
sebagai suatu istilah yang  cukup banyak dipakai sehari-hari, kata 
"etika" tersebut memiliki arti yang lebih Iuas dari hanya sekedar arti 
etimologis harafiah. 19 
 
Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat 

dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu :  
Pertama, sebagai “sistem nilai." berarti nilai-nilai dan norma-norma 
moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika 
adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral 
yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, 

                                                 
19 Refik Isa Beekum, Etika Bisnis Islami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, 

hal. 3. 



  

etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis 
tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.20 
 
Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru, tahun 1984, 

dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti 

Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya 
manusia hidup dalam masyarakat.  

Berdasarkan pengertian Etika yang telah dirumuskan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu : 
1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur 
tingkah lakunya. 

2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. 
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan 

yang buruk.21 
 
Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab 

sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan 
pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap 

pihak lain. 
Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan 

manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau 

motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya niiai dan norma 

berkaitan erat dengan moral dan etika. 

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan 

tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral 

sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu 

organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi 

pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap profesional 

                                                 
20 Ibid, hal. 3. 
21 E.Y. Kanter, Op. cit, hal. 12. 



  

senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan 

jabatannya. 

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan 

mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab 

dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada 

penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa 

mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan 

karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki 

integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya. 

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang 
disebut sebagai kalangan profesional. “profesi”, secara umum, 
dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan 
kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga 
dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi 
kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri 
dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. 
Di dalam profesi itu juga, terdapat semangat pengabdian terhadap 
kemanusiaan dan pada penghormatan terhadap kemanusiaan dan 
demi kepentirigan umum serta berakar terhadap martabat 
kemanusiaan.22 
 
Profesi adalah sebutan atau jabatan bagi orang yang memiliki 

pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat 
membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, 

diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum 
yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional 
memperhatikan etika profesi. 

                                                 
22 Ibid, hal. 12. 



  

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau 
pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab 
manusia sebagai umat manusla.23  
 
 
Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral yang baik 

dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan 

penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari 
masyarakat yang dilayaninya. 

 
2.3. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris 

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu 

profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa 

kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai 

sarana kontrol sosial. 
Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib 

diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.24 

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, 
kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak 
akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi 
pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita 
dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, 
agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya 
diawasi terus-menerus. 25 
 
Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan 

salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan 

kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam 

rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang 

Keperdataan. 
                                                 

23  Magnis Suseno, et al., Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK 
Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 9. 

24 K. Bartens, Op. cit, hal. 113. 
25 Ibid, hal. 282 – 283. 



  

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan 

yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah  

seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya dengan selaiu menjunjung tinggi etika hukum 

dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila haI tersebut 

diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat 

umum yang dilayaniriya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus 

mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di 

masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya 

integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus 

dimiliki oleh seorang Notaris. 

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya 

menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris 

Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang 

harus dipatuhi oleh  Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan 

mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 
perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan 
disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan konggres perkumpulan 
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dari yang 
berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 
perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 
sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara 
Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.26 
 

                                                 
26 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal. 1. 



  

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam 

mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh 

karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada 

tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik Ikatan Notaris 

Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris 

dalam Bab III yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 tentang Kewajiban; 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

wajib : 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan 

Notaris 

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan 

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung 

jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi 

sumpah jabatan Notaris. 

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas 

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan 

negara. 

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya 

untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 



  

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut 

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan 

dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan 

kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 

60 cm atau 200 cm x 800 cm, yang memuat. 

a. Nama lengkap dan gelar yang sah; 

b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang 

terakhir sebagai Notaris; 

c. Tempat kedudukan; 

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama 

berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas 

papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di 

lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk 

pemasangan papan nama dimaksud. 

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, 

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. 

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. 

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat 

yang meninggal dunia. 

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium 

ditetapkan perkumpulan. 



  

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, 

pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, 

kecuali karena alasan-alasan yang sah. 

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling 

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, 

saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha 

menjalin komunikasi dan tali silaturahim. 

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengari baik, tidak 

membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut 

sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain 

namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam : 

a. UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;  

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

c. Isi Sumpah Jabatan Notaris; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris 

Indonesia; 

 

Pasal 4 tentang Larangan; 

Notaris dan orang lain yang memangku jabatan Notaris dilarang : 



  

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun 

kantor perwakilan; 

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi 

“Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. 

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara 

bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 

menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam 

bentuk : 

a. Iklan; 

b. Ucapan selamat; 

c. Ucapan belasungkawa;  

d. Ucapan terima kasih;  

e. Kegiatan pemasaran; 

f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, 

maupun olah raga. 

4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada 

hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau 

mendapatkan klien. 

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah 

dipersiapkan oleh pihak lain. 

6. Mengirimkan  minuta kepada klien untuk di tandatangani; 

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang 

berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan 



  

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui 

perantaraan orang lain.  

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan 

dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan 

tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap 

membuat akta padanya.  

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung 

yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat 

dengan sesama rekan Notaris. 

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam 

jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan 

perkumpulan. 

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus 

karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 

Notaris yang bersangkutan. 

12. Menjelekkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta 

yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi 

dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat 

yang ternyata  di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang 

serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib 

memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas 

kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat 

menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang 



  

tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan 

sejawat tersebut. 

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat 

eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi 

atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain 

untuk berpartisipasi. 

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut 

sebagai pelanggaran terhadap kode etik Notaris, antara lain namun 

tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap . 

a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

c. Isi sumpah jabatan Notaris; 

d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah 

ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia boleh 

dilakukan oleh anggota. 

 

Pasal 5 tentang Pengecualian; 



  

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena 

itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu : 

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan 

mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun 

media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya 

nama saja. 

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor 

telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh 

PT.Telkom dan/atau instansi-instartsi dan/atau lembaga-lembaga 

resmi lainnya. 

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak 

melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna 

hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam 

radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris. 

 

2.4. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia 

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 1 dan Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 



  

salinan, dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di 

daerah pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga notariat 

mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 

terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari 

penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan 

Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut 

memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari 

masyarakat. 

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke 

negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat 

puncak perkernbangannya dan setelah terjadinya pelembagaan notariat 

lembaga ini dibawa ke Belanda dengan dua buah dekrit kaisar yaitu pada 

tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan 

berlaku di seluruh negeri Belanda. 

Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri 

Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari 

kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat 

Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang 

sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat maka pada tanggal 9 Juli 

tahun 1842 dikeluarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu 

Nederland Staatblad Nomor 20. Perkembangan sejarah notariat di negeri 

Belanda sangat penting artinya bagi notariat di Indonesia. Notariat di 



  

zaman Republik Der Verenigde Nederlanden mulai masuk di Indonesia 

pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan 

mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-

undang yang berlaku di negara Belanda dengan diundangkannya 

Staatblad nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 

Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan 

diundangkannya “Notaris Reglemen” ini maka diletakkanlah dasar yang 

kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu 

pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan 

maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk 

memenuhinya diperlukan suatu undang-undang yang dapat 

mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya 

maka pada tanggal 6  Oktober tahun 2004 diundangkan dan disahkan 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). 

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya 
undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti 
telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. 
Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa 
lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia 
Notaris Indonesia di masa datang. Sekarang UUJN saja yang 
merupakan “rule of law” untuk dunia Notaris Indonesia.27 
 
Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada para 

Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai 

dengan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Notaris 

berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.” 

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan/organisasi bagi para 

Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan 

hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernments Besluit (Penetapan 

Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat 

                                                 
27 Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi 

Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi 28 September 2005, hal. 38. 



  

pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-

1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-

1995. 

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi pejabat umum yang 
profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik 
kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa 
menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam 
memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa 
berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-
Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004. 

 

Terwujudnya Organisasi Notaris yang solid, diharapkan mampu 

membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam 

menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang 

selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan 

kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun 

integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran 

martabatnya berdasarkan kode etik profesi. 

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan 
agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun 
bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah 
Organisasi Notaris. 
 
Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata 

memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum. 28 

                                                 
28 N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya, “Pokok-pokok Pemikiran di 

Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum 
Indonesia," Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005), hal. 
11. 



  

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan 

dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi 

anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para  Notaris  dapat  

memberikan  jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. 

 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan unsur yang mutlak ada di dalam penelitian, 

karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, 

merumuskan, menganalisa maupun menyelesaikan masalah dalam 

mengungkapkan kebenaran. 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan 

suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-

hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah 

pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai 

proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam melakukan penelitian.29 Untuk itu penelitian dilaksanakan 

tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. 

 

3.1. Metode Pendekatan 

                                                 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, 

hal. 6.  



  

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan 

yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-

undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap 

pelanggaran jabatan oleh notaris. 

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis 

hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam 

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam 

aspek kemasyarakatan.30 

 

3.2. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka 

hasil penelitian ini nantinya bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, 

menggambarkan atau mengungkapkan sanksi kode etik terhadap 

pelanggaran jabatan oleh notaris 

Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan 

teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.31 

 

3.3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua 

antara lain : 

                                                 
30  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2003, hal. 43. 
31 Ibid, hal. 26-27. 
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a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam 

penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara 

mendalam (deft interview).  

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data 

primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain : 

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum 

yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan 

perundangan-undangan yang terkait dengan pertanahan. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : 

- Buku-buku ilmiah 

- Makalah-makalah  

- Hasil-hasil penelitian dan wawancara  

 

3.4. Populasi dan Sampel  

3.4.1. Populasi 

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit 

yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, 

maka kerapkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi 

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang 

memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.32 

                                                 
32  Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1985, hal. 44.  



  

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada 

prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan 

berapa persen untuk diambil dari populasi.33  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait 

dalam pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh 

notaris.  

Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka 

tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan 

diambil sampel dari populasi secara purposive sampling. 

 

3.4.2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling 

yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, 

sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini 

pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan 

melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-

ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama 

dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang 

dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.34 Dalam penelitian ini 

yang ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Jakarta Selatan, Majelis Kehormatan Notaris, 5 (lima) 

orang Notaris di Jakarta Selatan, yaitu : 

                                                 
33 Ibid, hal. 47.  
34 Ibid, hal. 196. 



  

1. Notaris Soegeng Santoso, SH. 

2. Notaris Andjar Pachata Wirata, SH, MH. 

3. Notaris Erni Rohaini, SH, MBA. 

4. Notaris Milly Karmila Sareal, SH.  

5. Notaris Zulkifli Harahap, SH. 

 

3.5. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan secara lengkap 

dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui 

langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : 35   

a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik 

dalam bentuk uraian atau laporan yang teperinci. Laporan tersebut 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul 

telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian 

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan 

kemudian disimpulkan. 

 
 
 

BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                 
35 Nasution S, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992, hal. 52. 



  

 

4.1. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris 

Oleh Dewan Kehormatan Notaris di Jakarta Selatan 

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang 

pada kaidah moral sebagai acuan perilakunya. Kaidah moral ini kemudian 

dijelmakan ke dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan 

hidup bermasyarakat, yang disebut hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan 

ini dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. 

Tujuan hidup bermasyarakat ialah terpeliharanya ketertiban, kestabilan, 

dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan. 

Tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, 

seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi 

penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan 

keadaan tidak tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali. Untuk 

menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan sarana 

pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam 

bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi 

hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, 

organisasi masyarakat itu adalah negara yang berpedoman pada undang-

undang (hukum positif). Melalui organisasi profesi maupun organisasi 

masyarakat tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan 

kestabilan. 
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Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal 

yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak 

dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini 

terbentuklah istilah etika. 

Menurut Bertens tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "sistem nilai" 

dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. 

Misalnya Etika orang jawa, Etika agama Budha. 

2. Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral yang 

dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat 

Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia. 

3. Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti 

etika disini sama dengan filsafat moral.36 

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, etika dalam arti pertama 

dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan 

prilaku seseorang atau kelompok profesi hukum.  

Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar 

nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi 

advokat. Dihubungkan dengan arti yang kedua, etika profesi hukum berarti 

kode etik profesi hukum. 

                                                 
36 K. Bertens, Op. cit, hal. 85. 



  

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi 

penuntun prilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-

norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik 

profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi 

hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang 

bersangkutan. 

Notohamidjojo dalam Roesnatiti Prayitno menyebutkankan, dalam 

melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki : 

a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral 

belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani; 

b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan 

perasaan masyarakat; 

c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan 

keadilan dalam suatu perkara konkret; 

d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa 

adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.37 

 
Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima 

oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada 

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin 

mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok 

profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi 

                                                 
37 Roesnastiti Prayitno, Kode Etik Profesi Hukum, Makalah yang disampaikan 

pada acara Pendidikan dan Pelatihan PPAT Tahap I di Yogyakarta, tanggal 23 
Nopember 2008, hal.9 



  

itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi 

harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. 

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena 

dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode 

etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan 

ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri 

profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan niali moral yang hakiki, 

yang tidak dipaksakan dari luar. 

Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita 

dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik 

profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban 

profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota 

kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan 

berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. 

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara 

teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga 

menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang 

tergambar adalah perilaku yang baik-baik. 

Apabila diberi bentuk tertulis, maka kumpulan asas atau nilai moral 

itu disebut kode etik. Karena berkenaan dengan profesi, maka kode etik 

itu disebut kode etik profesi. Dengan demikian, kode etik profesi bidang 

hukum disebut kode etik profesi hukum, misalnya Kode Etik Advokat, 



  

Kode Etik Notaris, Kode Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, Kode Etik Akademik 

Dosen. 

Kode Etik Notaris sangat diperlukan mengingat aturannya lebih 

mengatur internal dari anggota Notaris yang dituangkan dan lebih jelas 

ketentuannya mengenai keanggotaannya secara moral ada dalam 

Anggaran Rumah Tangga walaupun sudah diatur dalam UU Jabatan 

Notaris.38 

Dasar dari pembentukan kode etik notaris adalah Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kaidah-kaidah, 

norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang 

disepakati bersama oleh orang perorang dalam perkumpulan. Tujuan 

disusunnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan 

notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksankan tugas 

jabatannya.39 

Ikatan Notaris Indonesia merupakan suatu organisasi profesi dari 

notaris di Indonesia, yang memiliki suatu dewan yang disebut dengan 

dewan kehormatan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode 

etik notaris dengan tujuan menjadikan anggota agar lebih menjaga 

keluhuran moral serta kejujuran, sehingga akan meningkatkan 

                                                 
38 Hasil wawancara dengan Erni Rohaini, Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 23 

April 2008 
39 Hasil wawancara dengan Zulkifli Haraha  p, Notaris di Jakarta Selatan, tanggal 

16  April 2008 



  

kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Mengingat selaku pejabat 

umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang merupakan alat 

bukti sempurna.40 

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga 

kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai kode 

etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral 

yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan 

merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota 

yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi 

dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, 

sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres 

untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. 

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas 

pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada 

pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : 

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;  

2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai 

masyarakat secara Iangsung; 

3. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas 

dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. 

                                                 
40  Hasil wawancara dengan Milly Karmila Sareal, Ketua Dewan Kehormatan 

Wilayah DKI Jakarta, 22 April 2008 



  

Dewan Kehormatan terbagi atas : 

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah 

2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah 

3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. 41 

 

Ad. 1. Dewan Kehormatan Daerah 

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah 

pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. 

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, 

seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat 

diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota 

biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) 

tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati 

peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian 

yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama 

mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. Masa jabatan Dewan 

Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota 

Pengurus Daerah.  

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat 

otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan 

kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan 
                                                 

41  Hasil rangkuman wawancara dengan Milly Karmila Sareal, Ketua Dewan 
Kehormatan Wilayah DKI Jakarta, 22 April 2008 

 



  

dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota 

perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas 

dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk : 

1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 

hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan 

profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah; 

2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing 

yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa 

kebersamaan profesi; 

3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus 

Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 

4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan 

Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian 

sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan 

pelanggaran terhadap kode etik.  

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 

seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 

meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etilk, setelah 

menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 



  

pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk 

memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan 

kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 

yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan 

Daerah. Dewan Keharmatan Daerah diwajibkan untuk memberikan 

keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.  

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu ksus, anggota Dewan 
Kehormatan Daerah harus : 

a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang 

bersangkutan; 

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 

Ad. 2. Dewan Kehormatan Wilayah 

Pada setiap Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia 

mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah 

terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakii 

ketua, dan seorang sekretaris. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai 

anggota dewan kehormatan wilayah adalah anggota biasa yang telah 

menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota 

luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan 

perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian 

yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah tertentu, 



  

konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi 

Notaris dan mantan Notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah 

adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah.  

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh 

merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, 

Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika 

selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan 

Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan 

Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya 

berkurang. 

Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban 

untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam 

pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di 

wilayah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan 

kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk: 

1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada 

hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan 

profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah; 

2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing 

yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang 

tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa 

kebersamaan profesi; 



  

3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 

4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan 

Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota 

perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. 

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari  

seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 

meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah 

menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 

pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk 

memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan 

kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 

yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan 

Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan 

keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. 

Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan 

banding ke Dewan Kehormatan Pusat. 

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang 

keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 

 



  

Ad. 3. Dewan Kehormatan Pusat 

Dewan Kehormatan Pusat merupakan organ otonom dalam 

Kepengurusan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat 

terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Yang dapat diangkat menjadi anggota 

Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat 

sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar 

biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, 

berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada 

perkumpulan yang dipilih oleh kongres. 

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas 

pelaksaanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama 

dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan 

Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. 

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap 

anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan 

WiIayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama 

masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah 

anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, 

Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah 

anggotanya berkurang. 



  

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan 

serta pentaatan kode etik oleh anggota perkumpulan. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan 

Kehormatan Pusat berwenang untuk : 

a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada 

hubungan dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan 

profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat; 

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 

secara langsung kepada para anggota yang melakukan 

pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 

Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus 

Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan 

pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan 

yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik; 

e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik. 

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran 

atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota 

perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa 

telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, seteIah menemukan 



  

fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan 

Kehormatan wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk 

memastikan apakah betul terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan 

Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran 

tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 

Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis. Dari 

pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 

yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan 

Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan 

keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan 

Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang 

bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya 

berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat 

dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.  

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan 

Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang 

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat 

menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan 

terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran 

kode etik dapat berupa : 42 

a. Teguran; 

b. Peringatan; 

                                                 
42  Wawancara dengan Soegeng Santoso, Notaris di Jakarta Selatan/Anggota 

Majelis Pengwas Pusat Notaris, pada tanggal 10 April 2008. 



  

c. Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan 

Perkumpulan. 

 

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama 

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran 

terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan 

Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus 

Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, 

maka selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan 

Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan 

mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan 

dugaan terhadap pelanggaran tersebut. 

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata 

ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 

(tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan 

Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar 

tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk 

keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.  

Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya 

mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan 

sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar 



  

keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam 

sidang Dewan Kehormatan Daerah. 

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik 

dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan 

keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-

lambatnya dalam waktu limabelas rlari kerja, setelah tanggal sidang 

Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar 

keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan 

Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode 

etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. 

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar 

apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali 

dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu 

tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang 

atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan 

Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan 

pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan 

menentukan putusannya. 

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau 

pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan 

Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus 

Daerahnya. 



  

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh 

Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan 

surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus 

Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan 

Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan 

putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. 

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan 

Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan 

mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan 

Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau 

melimpahkan tugas  kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan 

Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari 

tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik 

tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan

 Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan 

permasalahan yang dihadapinya. 

 

2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding  

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara 

(schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan 

dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatam 

Wilayah. 



  

Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang 

bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal 

penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan 

Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau 

dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan 

Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan 

Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. 

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah 

menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua 

salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. 

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan 

Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-

lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan 

tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar 

keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang 

Dewan Kehormatan Wilayah. 

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat 

banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah 

anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi 

kesempatan untuk membela diri. 

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberl 

kabar  dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang 



  

Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu 

yang ditentukan. 

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya 

kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan 

ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus 

Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 

Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan 

Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. 

Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama 

telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat 

kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan 

Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah 

tersebut merupakan keputusan tingkat banding. 

 

3.  Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat Terakhir 

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara 

(schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan 

yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi  pemecatan 

(schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan 

yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara 

(schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari  keanggotaan 

perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat 



  

diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan 

Kehormatan Pusat. 

Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan 

oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, 

setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan 

Kehormatan Wilayah. 

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat 

tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan 

kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan 

Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus 

Daerah. 

Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh hari kerja, setelah 

menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib 

mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan 

Kehormatan Pusat. Setelah rnenerima permohonan pemeriksaan tingkat 

terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang 

meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga 

puluh hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang 

mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar 

keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang 

Dewan Kehormatan Pusat. 

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam  

pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh  



  

hari  kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar 

keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. 

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi 

kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan 

Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan 

Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta 

pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi 

dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus 

Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu 

tujuh hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan 

keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut. 

 

Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan 

Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan 

Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib 

mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus 

Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan 

Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan 

Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang 

bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan 

Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wiayah dari/atau Dewan 

Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah 

pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. 



  

Penjatuhan sanksi-sanki sebagaimana terurai di atas terhadap 

anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan 

kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pelanggaran-

pelanggaran kode etik yang muncul dalam praktek adalah: 

1. Pembuatan papan nama yang berlebihan; 

2. Mempunyai kantor cabang/perwakilan secara tersamar; 

3. Membukakan rahasia penghadap terhadap pihak lain; 

4. Penuangan hasil RUPS yang dibuat di bawah tangan ke dalam akta 

otentik yang tidak sesuai dan tidak sama isinya; 

5. Penggelapan pajak; 

6. Persaingan honororium yang tidak sehat dan etis; 

7. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatan; 

8. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

Notaris mempunyai kewenangan yang sangat penting bagi lalu 

lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, agar kode etik berfungsi 

dengan baik maka diperlukan adanya badan atau alat yang bertugas 

membantu dan mengawasi penegakkan kode etik terhadap Notaris dan 

mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Notaris yang 

melakukan pelanggaran kode etik, dalam ikatan Notaris Indonesia, 

lembaga tersebut adalah Dewan Kehormatan. 



  

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan 

yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran 

terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai 

kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan 

sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. 

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan 

sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan 

Kehormatan Pusat,  Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan 

Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena 

melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini : 

a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap 

ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan 

keputusan yang sah dari perkumpulan; 

b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau 

merendahkan nama baik perkumpulan; 

c. Menyalahgunakan nama perkurnpulan untuk kepentingan pribadi. 

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan 

keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang 

bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan 

perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat 

keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan 

tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang 

membidangi jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas 



  

Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang 

menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

 Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang 

melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari 

jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris 

Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti 

melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat 

akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan 

demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan 

tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah 

melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga 

melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan 

pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan 

keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang 

proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, 

kemudian Notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak 

hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih 

tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, 

karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris 

tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang 

berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan 

mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah 

seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan Notaris 



  

karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan 

dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia 

masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut 

terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan 

pelanggaran kode etik. 

Kode etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas 

keputusan kongres  tetapi bersumber dari hati nurani para Notaris itu 

sendiri sehingga pelaksaanaan kode etik lebih dijiwai oleh semangat para 

Notaris itu sendiri, sehingga dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan 

penuh kesadaran, miaslnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban 

kode etik yang mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti 

kegiatan Ikatan Notaris Indonesia dan bila tidak dapat aktif maka dianggap 

sebagai pelanggaran kode etik, hal ini sangat tidak aspiratif. 

Meskipun kode etik relatif artinya tapi kalau Notaris beritikad baik, 

pasti tidak akan mengabstraksikan lebih dalam kode etik tersebut 

melainkan justru mengkongkritkan kode etik tersebut dalam kehidupannya 

sehingga tidak merugikan teman sejawat. 

Oleh karena itu suatu haI yang perlu penulis kritisi adalah 

hendaknya ada suatu pembaharuan dalam ketentuan tentang kode etik 

Notaris yaitu Dewan Kehormatan hendaknya diberi kewenangan untuk 

dapat memberikan saran dan masakan berupa pemecatan terhadap 

Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dari jabatannya sebagai 

Notaris apabila Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat 



  

terhadap ketentuan kode etik yang dapat mencemarkan citra Notaris dan 

nama baik perkumpulan, walaupun dalam Pasal 1 Bab I Mengenai 

Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Dewan 

Kehormatan mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan 

pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik 

dan jabatan Notaris namun tidak secara eksplisit dan tegas disebutkan 

bahwa Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat 

kepada Majelis Pengawas untuk pemecatan terhadap Notaris yang 

melakukan pelanggaran kode etik, oleh karena itu hendaknya Ikatan 

Notaris Indonesia dapat terus memperbaiki diri agar amanat yang 

diemban sebagai satu-satunya perkumpulan Notaris yang diakui, tetap 

terjaga. 

 

4.2. Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan oleh Notaris yang 

Dijatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik 

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris 

sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum 

dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan 

diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat 

menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat. 

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 

Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi 



  

martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana 

kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang 

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya 

diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap 

menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

Terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara (schorsing) 

atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan, Dewan 

Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus 

Daerahnya dan seorang Notaris yang telah dijatuhi sanksi berupa 

pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari 

keanggotaan perkumpulan dapat mengajukan/memohon banding dengan 

surat tercatat atau dikirim langsung kepada Dewan Kehormatan Wilayah 

dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.  

Setelah permohonan bandingnya diterima, selambat-lambatnya 

dalam waktu tujuh hari kerja Dewan Kehormatan Wilayah memanggil 

anggota yang naik banding, untuk didengar keterangannya dan diberi 

kesempatan membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah dan 

dalam waktu tiga puluh hari kerja, Dewan Kehormatan Wilayah memberi 

putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, walaupun anggota 

yang dipanggil tidak datang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan 

memberi putusan dalam waktu yang ditentukan. 



  

Dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan 

Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut, maka anggota 

yang minta banding berhak menerima putusannya dan Dewan 

Kehormatan Wilayah wajib mengirim tembusannya kepada Dewan 

Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus 

Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat. 

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara 

(schorsing) atau pemecatan (onzetting) yang dilakukan oleh Dewan 

Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada 

tingkat terakhir oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh 

hari kerja, kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya wajib 

disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Setelah menerima permohonan 

pemeriksaan tingkat terakhir daam waktu tiga puluh hari kerja, setelah 

tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan 

Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat memanggil anggota yang 

meminta pemeriksaan tersebut, untuk didengar keterangannya dan diberi 

kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat 

dan dalam waktu tiga puluh hari kerja melalui sidangnya Dewan 

Kehormatan Pusat memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir, 

dan tebuannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, 

Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh hari 

kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan 



  

atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut, walaupun anggota yang 

dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah 

melalui surat tercatat. 

Apabila kongres memutuskan anggota yang diberhentikan 

sementara itu tidak bersalah, maka anggota yang bersangkutan sejak saat 

keputusan tersebut kembali menjadi anggota perkumpulan dan Pengurus 

Pusat wajib untuk mengambil tindakan dalam rangka merehabilitasi 

anggota itu dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal 

kongres berakhir. 

 
BAB V 

 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan 

Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, 

sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris 

Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut 

dapat berupa : Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan) 

dari keanggotaan Perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari 

keanggotaan Perkumpulan dan Pemberhentian dengan tidak 

hormat dari keangotaan Perkumpulan. Namun sanksi 

pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan 

pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan 



  

Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris 

Indonesia sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah 

terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut 

masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan 

lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa 

pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak 

berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah 

melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut 

bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut 

diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang 

berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan 

mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Sehingga 

sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat 

bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. 

2. Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dapat 

melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan 

banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan 

Kehormatan Daerah kepada dewan Kehormatan Wilayah dan 

Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir. 

 

5.2. Saran 

1. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku 

pejabat umum yang berwenang dalam pembuat akta otentik, 



  

memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik notaris 

sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi notaris; 

2. Dewan Kehormatan diharapkan dapat berperan lebih aktif 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

notaris dan tidak hanya menunggu adanya pengaduan dari 

masyarakat; 

3. Diperlukan pembaharuan secara terus menerus terhadap 

materi  tentang kode etik Notaris sehingga benar-benar dapat 

diberlakukan secara efektif. 
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